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KATA PENGAYTAR 

Buku Hak Asasi Manusiil ini 4erisi oembahasen tentang konsep 
sar hak dan kewajiba~ a~ns i  manusia dalam teori clan I-raktek 
nyelesaian pelanggaran HAM dengan pendekatan ilrniah. ~ u k u  ini 
tulis untuk memenuhi kebuluhal: buku rujukan dalam perklrliahan 
lkum dan Hak Asasi Manusia di Prodi Pendidikan Kewarga- 
garaan di 12 LPTK di Inc1,nesja dan Fakultas Hukum, ?-embe- 
aran HAM di sekolah (SLTP dan SLTA), dan Diklat IIA\' pada 
jtansi pemerintah dan NGOI'LSV. Buku ini bermenfaat 'mgi dosen, 
~hasiswa, guru, pemerhati HAM, dan pcnegak hukum. 

HAM bicara soal Perlindungan dan Pemenuhan yang diemban 
:h Negara melalui pemerint2hf yang pelnku penggaran-nya dapat 
~ t e  (aparat Negara) dan non ~ t a t e  actor (organisasi, perormFn, dan 
lompok). Bentuk pelangg~lmnyr (1) abose o f  pozuer (rielebilzi 
mennng), (2) Violafion Ey oriissio~z (pembiaran), d m  (3) i~ioln'ion by 
nmission (kcbijakan atatr atul-r~n yang ditiuat isinyc rnelnnygar harkat 
n martabat manusia. Untul; pelanggran HAM berat melip. !ti: (1) 
iahatan genosida, (2) ke aha :.ln kt-bmanusias n, (3) kej ahat an rerang, 
n (4) kejahatan agresi. Penyelesaiannya Negara meml3entuk 
nbaga Negara narrlalya Korvlas HAM Indonesia, untuk 
Langgaran HAM bias2 dmat  melalui pengadilan d an diluar 
ngadilan, sedangkan pela~~ggarirn HAM berat mengtnakan 
ngadilan HAM, untuk kasus di5awah tahun 2C00 mclngunakan 
ngadilan HAM AdhocError! Bookmark not defined.Error! 
okmark not defined.Error! Bookmark not defined. 

Uraian buku ini menca1:up (7.) PendahuluanError! Bookmark 
t defined., (2) Perkem-bar:;an Pemikiran HAM, (3) Instrumen 
IM, (4) Penerapan HAM, d-ln (5) Pcndidikan HAM di 73erguruan 
~ g g i  dan BirokrasiError! Bookmark not defined.. 
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LO Konsep Hak Asasi Vanusia 
onsep hak asasi marirsia sebagai perjuangan memrTiakan 
harkat dan martabat -1anu3ia sudah dimulai sejak m-~nusia 
ada dimuka bumi (pt3rhati-<an sejarah keberadaan m~nusia  

jak Nabi Adam sampai se :~  aran:;). Perjuangan para hiabi,' Rasul 
llah SWT (sebagai penj;horlnatar~ terhadap harkat dar martabat 
anusia), setiap periode ken.lbian memiliki tonggak sejara '~ per- 
angan HAM. Kitab suci seplrti Zilbur, Taurat, Injil, dan A1 (;!urafn 
erupakan tonggak sejarah ~erjuangar? memuliakan hark; t dan 
artabat manusia. Kerasrlan Nabi Muhammad SAM? vang terkenal 
lngan "Pingnm Modinrlh" yang digunakan untuk men~elola 
asyarakat Madinah yan; ht terogm. Pemikiran perjuangan harkat 
In martabat manusia berlanjl r t terus sesuai dengan perkemk ,~ngan 
ssyarakat (baca sejarab ke Lhalif ahan Abhasyia h dan um.3 iyah). 
lmikiran kemajuan nilai-nilai kemanusiaan terjadi hamp~r dicemua 
lahan d u ~ i a  baik utara dan st-)latan seperti: pemikilsan t'ilosof 
~nani, Magna Charta, I'iagaln Mesir, I?evolusi Prancis, Anierika, 
amasuk Indonesia terlihp t pa (!a pe rjuangan melalui konst! tusi setiap 
gara. 

Sejarah kemanusian bers ifat sosiologis (hcrizontal) . Yubrmgan 
3ng dengan orang dilni~lai oleh kelom~ok pagu-yuban priniodial, 
.salnya Minangkabau seht !lum Islam. Selanjuh~va ino3ilitas 
nduduk dalam kehidupan :? lobal, bersl fat politik (vertilcal), peng- 
~anisasian komunitas ~oli t i l .  terrnasuk dalam lapisan elite. Awal 
.mat politik imperium dig~nt i  dengan h-afion State (kedaulatan 
gara) akhirnya dibatasi drngar kedaula tan ra kyat. Kemudian 
!mbentuk persatuan bangsa bersama, untuk mencegah kej(1hatan 



kelompok dan negara n-elal-:i LB3 dan PBR. Dalam imperilim juga 
mengunakan kekuatan militer dari kaiser,/raja (PC janj ian 
Wesphalia/1648 (Sazfrucldin 7ahar, 2004). 

Nation State didasarkan pad2 faham nasionali sme (rnerr bangun 
masa depan bersama) seperti: USA (1776), Prancis (17811), R1 (1945) 
dan negara lainnya jugi~ lahir melalui pen~berontakan/ penindasan. 
Demokrasi issensinya nasicnalisme, Natit~n Stnte sebi~gai format 
politik. Nation State tanpa demokrasi akan membentuk rlega-a Fasis, 
Nazi, Militeristik tidak n1eng11argz.i manusia. Termasuk negara faham 
Marxisme-Leninisme yang men~ilewakan negara. Setelah Perang 
Dunia I1 timbul korehi ~nendiisar melalui Piagam PBE! (1945), 
DUHAM (1948) mengkrist21 dalam berbagai Hukum lnterr~asional 
HAM (International humnn r iq l t ts (- law). Perkembangan instrum~in HAM 
dipengaruhi Perang Dingin Blok Barat (Liberalistik) mengu tamakar 
hak sip01 dan Blok Timur (kcomunistik) mengutamakan l~ak ekosob 
Pada tahun 1993 dapat di~atuki~n melalui Deklarasi 'Nin 3 (RAS- 
HAM) dimana semu.a mgara berjuang untuk mere~~canakar 
pembangunan berwawasan HAM terwujud pada selnua negara 
HAM sebagai seperangkat hiik yang melekat pada i~akeka 
keberadaan manusia sebagai mekhluk Tuhan Vang Maha Esa dar 
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tingg 
dan dilindungi oleh nt.gari3, hul:um pemerintal-, dan seti3.p oranl 
demi kehormatan serta perlindungan harkat d a ~ ?  martabat manusii 
(Pasal 1 (1) UU N0.39~~1999). Prinsip-prinsip HAM meliputj 
universalitas, relativitas bu tlaya,' partikular, saling berbiait, Lesetara 
an, tak terbagi, tak dapat dicahut, partisipa-si ?.a11 kontri'msi, no1 
diskriminasi, tanggungjawab negara dan penega kan hukur 
(Kovenan Hak Sip01 dan Ekosob, 1966). 

Pe rjuangan pengaka~ dan pemajuan HAM tel-us berlanju 
tetapi sepanjang sejarzh krhidupan manusia dimuka bumi samp: 
sekarang pelanggaran terh'q dap hak asasi manusia teruc; be-langsun 
baik yang dilakukan negilra, nlaupun peroranqan d.m l:elompol 
Pelanggaran yang dimaksud addah setiap perbuatan sesecvang ata 
kelompok termasuk npar~t  negara baik disengaja r?aupun tida 
disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukulr~ mcngurang 
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engahalangi, membatayi ci In ~nenca hu t hak asasi rn;: nusia 
seorang atau kelompok o r a q  va:lg dijamin oleh undar~g-u17dang 
i, dan tidak mendapat, atau dikhawatirkan 'idak akan mttmpnroleh 
nyelesaian hukum yanl; adil dan benar berdasnrkan n~ekatusme 
lkum yang berlaku (Pasall butir 6 UU 9 0 . 3 9  tahun 1999). 

Dalam UU No.39/1999 ditegaskan bahwa terdnpat 10 jenis hak 
asi manusia sebagai kewajibcn negara dalnm rwla iukan 
dindungan dan pemenuhan (obligltion bll stote) yaitu. 

Hak untuk hidup, yang ineliputi: (a) ' ~ a k  ur.tu.k hidup dan 
meningkatkan taraf kehid~ipan, (17) hak untuk hidur) tentram, 
aman dan damai dan (c) 1in:;kungan hidup yang lavak. 

Hak berkeluarga dan meln njutkan ke turunan, y ai tu: lulk ~mtuk 
menbentilk suatu ke!u.arga melalui perkawinan yang sah.. 

Hak mengembangkan diri, va:tu: (a) hak untuk p(mer:uhan 
kebutuhan dasar, (b) hak pengembangan pribadi, (c) ha:,; atas 
manfaat Ipteks, dan (d) hak atas ltomunikasi dan informasi. 

Hak ztas kebebasan pribacl: yaitu: (a) hal: perlindungan h~rkum, 
(b) hak atas keadilan dalarn dalam proses hukum, (c! ha'i atas 
hukuman yang adil. 

Hak atas kebebasan pribndi yf3itu: (a) hak untuk Eebas dari 
perbudakan, @) hak at2 !: ke-ztuhan pribad i, (c) 'cebe basan 
memeluk agama dan keynkinan politik, (d) kebeba~~an untuk 
berserikat dan berkurrpul, (e) kebebasan untuk n~eny ampaikan 
pendapat, (f) status kewarF,Snegaraan, dan (g) kebebasnn i~ntuk 
bergerak. 

Hak atas rasa a m n  yaitu: (a) hak .untuk mencari suakn, (b) 
perlindungan diri pribadi. 

Hak atas kesejahteraan yaitu: (a) hak milik, (b) ha'c atas -~ekrjaan, 
(c) hak untuk bertemplt tinggal secara layak, (d) jaminan l;osial, 
(e) perlindungan bagi k elor- pok rentan. 

Hak turut serta dalam pemerinkahan yaitu: (a) hak pjlih dalam 
pemilu, (b) hak untuk berpe7dapat. 



9. Hak wanita yaitu: (a) haG pengembangan pribadi dan pf3rsamaai 
dalam hukum,(b) hak pcrlindungan reproduksi. 

10. Hak anak yaitu: (a) hak. hidup anak, (13) status w a r p  negara, (c 
hak anak yang rmtan. (d) hak pengembangan pril~adi da: 
perlindungan hukum, dan, (e') hak jaminan sosial anzk. 

B. Kewajiban Asasi Manusia 
HAM bicara tentang icebehasan dasar manxsia atau hak dasa 

manusia, tetapi dalam pelcksaraannya tidak ada kebeba:-.an dasa 
manusia yang dapat dilaksanaltan secara mu tlak. Hampir semu 
instrumen HAM baik inst rume n HAM i nternasional clan nasion; 
menjelaskan bahwa pelak~anaan HAM sebagai kebc~bas~ln dasa. 
Manusia wajib memperhatikan atau dibatasi oleh kewaji'.~an asa: 
manusia yaitu: (1) Hak orang lain, (2) Hukum yarg berl.1hu,"3) Sister 
Sosial, (4) Ketertiban -Imu In, d,tn (5) Niiai-nilni egarna (1 .'U N0.3 
Tahun 19993 

Hak Asasi Manusia drpat tlilaksanakan jika telah inelrT<sanaka 
kewajiban asasi manusia. flak orang lain artinya bahwa 1:ebebasa 
dasar orang lain menjadi penlbatas bagi seseorang mel~jaianka 
kebebasan dasarnya (~erhntikan alnanat kovenan utarrla HAM yait 
Kovenan Hak Sip01 dan Hi~k Ekosob). Misalnya seseorang punya ha 
untuk mengunakan a1 2t rni ls j  k ~ a d a  malnm hari, 'etapi te4 mgganp 
juga punya hak untuk tid~!r nyenyak, maka gunakanlah ~ l a t  musi 
itu dengan tidak mengang11 teta ngganya. Begitu ju-ga sesec .ang ma 
melaksanakan pesta perknwinan, pada saat yang sama tetangg 
mendapat musibah, maka ~elaksanaan pesta wi~jib mempe 
timbangkan kondisi tetangp. 

Hukum yang bcrlaku menjadi pen~batas seseor;ing mengun( 
kan kebebasan dasarnya. Misalnva suami isteri punya kebebasa 
tetapi jika berbuat mesu-I di depan umum, ncgara dapat men 
penjarakannya karena menggangu ketert iban umum, artinya nega: 
membatasi melalui hukuni (Kitab Undang Undang Hukum Pidan~ 
Begitu juga dalam unjuk rasa merupaknn hak dasar, tet.ipi pelab 
demonstrasi punya kewa j 'ban memberi tahu kepada apa rat nega: 
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'OLRI), tentang siapa pe: 1agg11ngja~7ab~ lama, sasitran, dan 
mtangan, dari unjuk rasa itu, :.esuai dengan hukur? ynng l~erl;.'<u. 

Siste~n sosial menjadi p(3rnba tas seseo-ang inengun aka11 hak- 
2k dasarnya. Misalnva sistetn sosial yang 11idup pada ~?~asy.irakat 
2sa atau nagari sepert AISSBI: (Adat Basandi Sval.af, '3yara' 
2sandi Kitabullah) pada mas! arak.lt Minangkabau acla si:;tem sosial 
111g wajib dihormati dalam m(?njal;~nkan hak-hak dasarny.~. Sel~elum 
hun 1990an perempuan Xlinangkabau jika p-~lang kampung 
engunakan celana ketat mendapat sanksi s(3sial dsri ma5yar~ kat di 
~gari, anak perempuan y ang bidak dengan rnuhrirrnva bflrduiian di 
as kendaraan roda dua mendapat sanksi sosial dari nasynrakat 
trena masa itu telum ad;] tukang ojek. Beg'tu  jug;^ rnasalah 
ltertiban umum ada pernbat, s dal am melaksakan HAM seseorang. 
isalnya orang dewasa pun: a kebebasan rncnili;?~ agarna, begtu 
lihan dijatuhkan pada salah satu agama, ia terikat denpan i>ilihan 
ramanya . 

Jika melakukan pelanggaran maka dewan ko'.~orrna:an >gama 
isalnya *M\/IUI, Dewan Gtlreja dan lainnya a'ian menclgur pehnggar 
1 sebagai penistaan atau penodaar~ agama y ang dianutny a. Poranan 
lgara adalah sebagai penjaG ketel-tiban umum (menjaga a ga.4 tidak 
rjadi konflik interen agamn) (le'2ih lanjilt dijelaskan (ia1a:n UU 
tnodaan agama). Kasus kas~rs aliran sesat clalam keagarr~aan dapat 
engunakan format UU J'enorlaan agama untuk m~nyelesaik.u-tnya. 
engingat negara Indonesia Yukar~ negara sekuler Orang me-~isah- 
n urusan agama denga? nqara)  tetapi negara beragara (a~nanat 
eologi negara Pzncasila :;ila pertarna dan Pasal29 ayat 2 UUD 1945). 
Negara kapitalis dan sosialis kemunqkit~an orang boleh kawin 

bas atau kawin laki-laki salna laki-laki, atau perempuan c'engan 
rempuan bahkan dicantu1nl:an tlalam regulasi negarariya 'Geperti 
~rwegia dan Belgia. UU No.1 T-lhun 197.1 (tentnng Pc,rkarrrinan) 
mjelaskan, bahwa perlcawi nan diakui negara jikz. dilaks~ nakan 
murut agama masing-masin;; (art inya konsisten dalam agam ? yang 
ma bukan berbeda a:;am?) pclrkawinarnya baru dicat?: (PI? 
).9/1976). Silai-nilai q a m a  juga me:jadi pembatas kebf.basan 
sar seseorang mengunakan hak-hak dasar manusianya sciagai- 



mana diungkap dalarn kit::b suci, bagi - seorang muslim c-:itamba 
dengan penjelasan hadis, ijrna, dan kias. 

C. Sejarah Hak Asasi Manusia 
Perjuangan kemakan dan penegnkan hak asasi m3nu::ia suda. 

terjadi sejak manusia acla dimuka bumi, seperti bagaim2 n l ~ ~ r k a t  da. 
martabat manusia dij-mjung dan dihormati yang diperiuangka 
semenjak Nabi Adarr sampai Nabi Muhammad SAW. Ide ir 
berlanjut terus sesuai dengan perkernbangan pemikiran mnanusi: 
Pada abad ke 17 dan ke 23  penikiran hak asasi mar~us i~  muncL 
sebagai reaksi terhadap keabsoiutan rajz-raja dart ka-lm fiodal c 
jaman itu terhadap rakyat yang mereka perintah atau r9an11sia yan 
mereka peke rjakan. Masyar,tkat manusia dijaman ini terdiri dari du 
lapisan besar yaitu, lapisan ata:; dan mayoritas. vang mempunyz 
kewajibw-kewajiban (Paul S. Baut dan Belmy Harman, 1988: 
Lapisan bawah ini tida k mt.mpunysi hak-hak. Mereka dipcktlakuka: 
dengan sewenang-wenang oleh pihak yang berkuasa, d iprrlakuka: 
sebagai budak. Sebagai reaksi timbul gagasan sTJpaya lzpisan c 
bawah diangkat derajafnya, timbul ide persamaan, rersiludr raan dz 
kebebasan seperti ditonjol!;an 'Xevolusi Perancis (akl~ir nbad 18: 
Gagasan-gagasan hukum a'am dalam pemajuan hak ~ s a s i  manusi 
juga dilakukan oleh John Locke (1632-1704) dan Jean Jacques Rouseal 
(1722-1778), yaitu: 77le Rigllfs to Life, di mana I3ak Asasi Manusi 
dianggap sebagai hak yhng dimiliki oleh setiap nianvsia yan, 
melekat atau inheren padanya karena dia adalah 11ak sipil dan politi 
dan hak sosial budaya, ekonomi. 

Perkembangan ~emi'dran hukum hak asasi manusia d 
Indonesia telah dimulai seja k awal pergerakan Indonesia sampai saa 
ini dalam bentuk ukuran huikum tertulis (konstitusi) baik pada UUI 
1945, konstitusi RIS 1949, d m  UUBS 1930. Semuanya memua 
ketentuan HAM dibidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budayz 
Meskipun dalam UUD 1943 memuat ketentuan-ketentum tentan, 
HAM vang mencakup bitlang sipil, politik, ekonorrti, sosial da: 
budaya namun pengaturr? itu dianggap belum rinci. Kemudia: 
timbul pertanyaan bentub. hukumnya (Bagir Manan, 20fil. Isma 
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iny (1968) mengatakan kemungkjan terdapat tiga bentuk E,lkum 
mg dapat menampung rinci ln FAA4 i tu: (1) menjadikan llagian 
lng integral dari UL'I) l"43, yaitu dengan cara melakukan 
nandemen pada UUD 1945, s#:hag;ii yang di-ernpub 6eng.m piagam 
ak-hak warga Negara (th Bil' of Ri;$ t), ycmg merupakan amnc!emen 

pada Konstitusi Anlerk.7 Serikat. Cara semacam ini akan 
enjamin tetap terpelihal-any; UL D 1945 sebagai naska h h istoris 
mana dalam the body gf tble coristitutior~ tidak aca perubahan- 
$rubahan, tetapi hany a tarnb.2 han-.:ambahan. Prosedcrnyii mcbnurut 
~ k u m  konstitusi dia tur dala m p 3sal 37, 1 2) mene tapkan :lalam 
tetapan MPR. Keberatannya suatu ketetapan MPR pada .gmr mnya 
Lak mengatur ancaman hukum bagi pelanggarnya dalarn precise 
tail, tetapi hanya gal-is-gxis besar haluan negara scl<edar 
,declaration of General Pnrzcipr .s", tanpa akibat hukum sanla c:eka!i, 
I mengungkapkannya dalam suatu Undang-Undang beri <ut d~anksi 
kuman terl~adap pelanggarn7.a (M anan, 2001). 

Dari ketiga bentuk di atas. tampaknya ketiganya dipe:-(pra-kart 
?h peinerintah Indonesia da1a.n incmguraika?~ rincian HAM:. 



BAR IF 
PERKEM.BRNGAN PEMIKIRAN DAN 

INSTRUMEN HAM 

A. Perkembangan Pernikiran Huls~~rn dan HAM 
ada awal pemilciran lahirnya konsepsi Duham (- 948l dan du 
kovenan utama Sipol dan Ekosob (1966) menurljukt:n bahw 
kencederung y ang melanggar HAM adillah negal <I (aparl 

negara/pemerintah baik ~ipi l  maupun militer), kernud~ an pad 
perkembangan pimikil-an llukurn HAM jnternasicnal (Int(1rnationi 
Human Rights Law) st:!anj1l~y2 terbu kti bahwa tidak han \!a apar: 
negara yang melanggar FIA!;I tet,lpi dapat -uga pel-orangat 
kelompok, orang tua, gu-u, pimpinan atau atasar. Untuk it1 
pemikiran kewajiban per1 1 ndungan dan pemtmuhar~ di bebanka 
lepada negara (pemerint?h). Dalarn ha1 ini posisi pilmerinta 
terhadap HAM adalah rn(2miiiki tanggungjawah ter !~ad~p perlir 
dungan, pemajuan, penegil kan, dan pemenuhan hak .Isas* manusi 
(Pasal8 UU No.3911999). 

Pemerintah wa jib dan bertnnggungjawab mer :;hormat 
melindungi, menegakim, J an nemajukan hak asasi inan usia yan 
diaiur dalam UU, perilturn? perundang-undangan lain, dim huku~ 
intemasional tentang YAM yartg diterima ole11 negerl RI (Pasal 7 
UU 50.39/1999). Kewa iban dan tanggunamval-) pmerinta 
meliputi langkah implemt!ntasi yang efektif dalam hidan]; hukun 
politik, ekonomi, sosial, bujaya, dan kea-nanan serta bids-g lainn) 
dalam pembangunan (Pas;~l 72 UU Ko.39/1999). Bahkan tumpua 
pembangunan adala'? rrenernpatkan mai~r~sia sclhag:.i subje 
pembangunan sebagai am.3 nat I<epprcs No.40/20@4 te:~tan c; Rencar 
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ksi HAM dan Konvensi Wi-a (1993). remikiran t u  set~aga- "The 
ghts to Development" (hak asasi atas pembangunan), yiu~g antara 
in dimuat pada pasal berikut ni. 

Pasal 1 HRD: Hak asasi atas pembanguna~. adalah: hi~k-hak 
asi manusia yang tidak terpihahkan dimana setiap pribatli manusia 
111 semua rakyat berhak ~mtuk berparti sipasi, rnem beri sum- 
~ngannya dan untuk menikmati pembangunan sosial, ekonorni, 
~daya  dan politik, dimana seluruh hak-hak asasi rnanusia dan 
bebasan dasar dapat sepenu'-11ya direalisasi . 

Pasal 9 HRD: lebih menekankan padn peran d a i ~  Ere~.ajiban 
Igara untuk mengambil langkah, pada lingkat nasional untuk 
erealisasikan "Hak Asasi ~ t a s  Pembangunanr' dan menjamin 
samaan kesempatan untuk sirnua di dalam akses tc.r',adzp SL mber- 
mber dasar, pendic'ikan. pelavanan kesehatan, p~ngan,  
:rumahan, pekerjaan, dan pembagian pe~~dapatan y.mg layak 
engukuran yang efek.tif iaru:; dilaku'tan untuk menjamin 
terlibatan peran akfif kaum perempuan dalarn proses 
lmbangunan) . 

Kondisi yang paling rne1-1yedi11kan unhrk Indonesia I ima tahun 
:akliir ini adalah tidak bis~nya negara (~emerintah) memenuhi 
butuhan dasar rakyat ypitu: kebutuhan dasar pmditlikan, 
sehatan, pangan, perurnahan. Gesempatan ke rja, dart jaminan sosial 
nanat kovenan Hak Eko;ob yang diratifikasi melalui UU 
3.11/2005). Hal ini juga kesalahan pemerintah dalarn kehijakan 
onomi (Neoliberalism) sehingga memperbanyak c~asyarakat 
iskin dan penganguran. Jikn diul:ur denga n mengunakan s tandar 
31, kondisi ini cukup mvmperhatinkan antara lain masalah 
butuhan dasar terhadap standar hidup sehat, pend.lpatan 
rkapita masih rendah, tingkat pendidikan pada r~asyarakat 
desaan, pemukiman yang la\-ak d m  rasa aman. 

Untuk itu, kepada semua ~ i h a k ,  tokoh masyarakat, aparat 
merintah, akademisi, dart LSV ur,tuk selalu memberika~ mawkan, 
ran, rekomendasi kepada Prmerintah. Jika tidak terlalcsana oleh 
merintah kewajiban penenu llan (obliga lion to f i l l f i l )  sesuai c'engan 



UU No.11/2003, maks koltdisi ini dapat menguqdang t-~rjadiny 
pelanggaran HAM bid.~ng Jlak IZkosoh. Beritu - i~lga mcbmu-- gkinka 
adanya Prolegnas dim I'rogr3m Legislasi Ilaerah (P-olegda 
kebijakan-kebijakan pe~nbz- gun; n Iran g r r  emiliki unsur ?el - nggara 
HAM, yang perlu dikritisi oleh semua pil~ak (an~snat pasa! 100 Ul 
N0.39/ 1999), sehingga barn lonis 3si peratc ran pel-unda~ ~ g - u ~  tdangar 
Perda (Propinsi, Kabupatel~/Kota dan Pc.rnag) dapat diu ujudkar 
Agar tidak terjadinya v i o l ~ t i o ~ l  btl comn~is io t~  (iengaj.1 rrc21akuka 
dilnana isi regulasi itu inelangga~ HAY). 

Hal lain yang memeriukatl perar. kita sernLa adaial~ dalam hi 
pemerintah jika belum melakukan kewajiban per1indun;;an ljbligatio 
to prtotect) terhadap kelomr ok rentan seperti: adan ya jz mir ,m sosia 
perlindungan masyarzkat iukum adat, perenlpuan, clan anak c 
samping pemenuhan ke ~u tuhan dasa- per,cliclikan, 1. esehatal 
peruma han, lingkunga T ya I lg se'wt. Se hin gga memung5;ink an teq ac 
Violatiolz by ommision ( p e r  biaran). Bngi birokra si sipi 1 d;. n militt 
yang melebihi wewenz ng, mcmunglan-kar. jug 2 2 rjadiny 
pelai~ggaran HAM dalam 3ent1tk obuse o$ power, sehi ?ggi~ kesejal 
teraan (prosperity) dan ra5a aman (secu~.ihJ) rak3rat clap?': dipacl 
Harapan rakyat kepaila p2inerintah cukup besar terutarrta dalal 
mewujudkan pembanguna~ , berkelanj~~tar yang berwawnsap~ HAM. 

Dalam rangka mema:ylhi Lleklarasi dan Program ilksi di bidan 
HAM (Viena Declaratia-I and Progranzmc of.4ctio~l cf the Vhr l l  Confien( 
or1 Hunlan Rights) 1990, ys ng di jabarkan kedala~n Ker pret: 40 /  20C 
pemerintah telah melaksi~nakiln RAhWAM, Prmerinta-I Daera 
Provinsi dan Kabupaten/Kota telah membentuk Panilia pelaksar 
RANHAM Propinsi d.3n Kabupaten/Kota, dengar. lima (5) progral 
pokok yaitu: (1) Penbenbkar: dan penguatan institus: (seluru 
Dinas/Badan/Kantor mer:;kaji akar rnasalah prograr. Tur~oksinya 
( 2 )  persiapan harrno~dsas~i Peraturan Daerah, (3) desirrinasi dz 
pendidikan HAM, (4) penerapan norma dan siandar HAM (dala: 
pelayanan kepada masyayakat), clan (5) pemantzuan. ev~luasi dz 
pelaporan. Program di ~ t a s  sebagai pelaksanaan tang:?ungjaw: 
intemasional pemerintah p lda t ingkat lokal. 
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Keseriusan pemerintah I ~tdonesia trrhz dap pclrlind~ ngall dan 
bmenuhan HAM patut lcita pujikan, tel-ute ma dalam rr era1 ifikasi 
,nvensi-konven~i in terr.asic:~al mengenai HA\d (Ir; terrz 1 tional 
nnzarz Riglrts Law). Tetapi per ii juga kita mengkritisi, me]-gka , dan 
2nguji kembali hakekat da1. pengertian lJener;lpan HAM vang 
nar dalam sebuah negara. :.ejak agresi Amerika Serik.3: dr111gan 
kutunya ke Irak, dengan nenamakan unileterismc: dan 7nenc;abai- 
n multila terisme yang diput~:skar melaiui Dew an Keamanan PBB. 
.ng telah inembawa bfmcana kemanusian yang cukllo qerius. 
gitupun isu terorislne c'eng~n magorbankan kelompol; t e ~  'entu. 
belahan du~ua lain terlalu k,~nyal: yang dapat disebutk;ln scperti: 
yi, anak, dan kaum perempuan yang tak berdosa didrm clan di 
m oleh tentera negara c~diktl.asa. Seolah-olah ada pernbiara,~ dan 
sengajaan suatu nepara meakukan pelal~ggaran h:~kum 
ernasional dan prinsip-prin:; ip H 4 M  y;mg termuat dala m pi agam 

secara twang-terangim. "ang pada awalnya nilai-nilai YAM 
rkumandang dari Barat. t e t~p i  a chirnya dilangtpr sendiri qecara 
nena-mena. 

Akhirnya momentum i ni clapat dij adikan wadidl ?slam 
metapkan langkah-langkah kongr t untuk melaksanakan insty- men 

IM internasiorial dm nasional. Artinya upaya perlind~ ngart dan 
menuhan HAM di Irdont.sia dilakukan berdasarkan rl-insip 
mduan, . . keseimbangan, d a i ~  pengakuan atas koi~disi nasional 
lam rangka memacu pembangunan nasional dim daerah serta 
bwujudkan perdamaian da1e.n milsyarakat interne sional. seh ingga 
~ turan  sosial dapat dihindari 

Dalarn dua kovenan utama HAM yaitu Hak Hkosot dan Hak 
)ol menjadi acuan setiap ~egar.3 terutama negara yang widah 
lratifikasi kovenan itu seperti I!ldonesia. Artinya senlua aspek 
nbangunan mengindahkan isi konvenan tersebut. 



Tabel 1. Hak-Hak yang Dijamin clalam 
Kovenan Internasionai Hal.; Ekonomi, Sosial, dan Fuc'aya 

kTO Pasal Uraian 

1. 3 Hak bagi pere~npuan dan wanita untu!c n:enikma4 
hak c!konomi, sosial dan budava 

_._ - 

2 6 Hak untu k bek-eria 

3 7 Hak untvk mt?mperoleh kondisi keja y;mg ama 
dan sehat, upah vang adil, bayarm ymg cams da 
liburan c ( 2 ~ a r 1  - tetap mempero! el*] i - 

4 8 Hak uniuk mendirikan dan berga'3un:l denga 
serik at < e rja, termasu k hak -~mtu!c njelakuka 

9 Hak untu k ianlinan sosial 

6 10 Hak unt:lk n~emperoleh per1indun:;an keluarg. 
term asuk perli ndun:~an khusrls bagi ibu c' an anak 

---- '7- -- 

7 11 Hak ata :. standx hidup yang lay a k, terrnasu 
sancang, pa-ngan, dart t e q a t  ting;al, da 
perbaikan terus-menerus terhadap kondi.;i hidup --- - 

8 12 Hak atas tarali tertinggj yang dapat dicar~ai dalai 
ha1 fisik clan mental 

9 13 Hak atas pentlidikan, pendidikan da:;ar sebagai h 
yang dnvajibkan dan bebas bagi se n-ua, dl 
pendidikan nlenengah maupun atas yllng secai 
terbuka 1 g' -- ,a 1 nsemua 

10 15 Hak untuk berpartisipasi dala~n kehidupan buda~ 
dan pe.4 kmatan keuntungan kemaj uan ilrr 
penqetak!uan. 

Begitupun dal.~m kovclnan Sipol, negara be--kewajibi 
memenuhi isi kovenan itu. 
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, Teori Hukum dan Flak Asasi Man,usia 
Beberapa teori hak csasi manusia yang dapat menjadi ;lcuan 

lam menjelaskan pemikiran pem.ljuan dan penegakan hak asasi 
lnusia seperti diungkapkan Sc ot D(3vidscn (:! 994). 

Teori Hukum Kodrati 
Mahzab modern hu kurn kodrati muncul abal perten $;ahan 

rsamaan dengan tulisan S2 nto %omas Aquines. Formul,l sinya 
alah hukum kodrati merupnkan bagian dari hukmx Tt.han yang 
npuma yang dapat diketahui (lari nalal- manusia. I<errudian 
kum kodrati ini disempurnal.an o!eh Grotius pade abad ke-: 7 dan 
!Ialui teori ini hak-hak individu y.lng subjektif diakui. Pendukung 
~r i  termasuk John Locke, yzrg rne~~jelaskan bahwa semua jndividu 
caruniai oleh alam hak yanc, inheren atas kehidupan, keb~basan 
n harta, semuanya adalah rnilik mereka sendiri dan tidak dapat 
*abut atau dipindahkan oleh rl.egara. 

Pendekatan Teori Posit-ivisme 
Pandangan kelompol~ pos itivisme ba hwa eksi stensi d an ic.i hak 

lya dapat diturunkan dari iukum negarn. Penc'uiung teori ini 
:ara lain John Austin, yang mengataka11 bahwa salu-spiunya 
kum yang sahih adalah perintah dari yang bordai~lat, atau 
tuasaan politik yang berkv.lsa yang disertai dengan saks. atau 
 ti rugi yang tepat. Dikctakan bahwa negara rntrmnbl-rikan 
cebalan kepada individu dart selcaligus ketidak berdajraan yang 
landing pada negara sehinlga negara tidak dapat mengg ?nggu 
cebalan itu. 

Teori Anti-Utilitarian 
Kritik terbesar tehaclap tnori utilitarianisme yang dilonJarkan 

~dukung mti-utilitarianisme mempriori taskan kesejal. teran 
yoritas. Kauin minoritas atau individu yang profesinya tidak 
wakili oleh mayoritas dalam suatu negara akan kurang dihirzukan, 
I sebagai akibatnya mereka e kan :;angat dirugikan atau k ehilrmgan 



hak-haknya. Penganut te-ri ini adalab. Gerald Dvaorkin, yan 
menjelaskan bahwa ha< as.jsi mi~nusia addah kartu truf poiitis yan 
dimilki oleh individu-individu yang digunaka~~ jika k arc suat 
sebab, tujuan kolektif t! dak memadai untuk membenark an penolaka 
terhadap apa yang dimiliki atau dilakukan mereka sebagai ndividl 
atau tidak memadai ur~tuk mem benarkan terjadiqy a pt rlak uan yan 
merugikan atau melukili mereka. Dengan kata lain, hak xas;  manus: 
dapat berfungsi sama seperti kartu truf akan selalu ber~ilai lebj 
tinggi dari pada kartu kertinggi dalam rangkaian kartu :mi  vang lab 
Teori ini ingin mengat.~kan bahwa dalam sitrzsi tertenti 
kepentingan individu haru-slah diprioritaskan di atas ke-3entinga 
masyarakat sebagai satu keriatua7. 

-4. Teori Realisme Hukum 
Penganut teori ini rntarn lain Karl1 Liewellyr~ d m  Roscc 

Pound yang menger~ukakan bahwa hak akan mllncL ' sebag 
produk akhir dari proses intera7<si apa yang dilakukan plrh hukur 
dan dengan demikian aka71 mencerminkan moial masyarakat yar 
berlaku pada segala ~vakt I I teri entu pandangar ini disem purnakl 
oleh Myres Mc Dougal vang mengemhangkan suatu pc.ndekat2 
terhadap hak asasi manu!;:a yang sarat nilai dan berorientasi pa( 
kebijakkan berdasarkan nilai luhur, perlindungdn pada martab 
manusia. Selanjutnya para penganut teori menjelaskan bahv 
tuntutan pemenuhan hak asasi manusia itu berasal dari pertukar; 
nilai-nilai internasionnl yang luas dasarnya. Nilai-nilai i'u dimar 
festasikan oleh tututan-tuntutan yang berkaitan dengan i..ebutuha 
kebutuhan sosial, srlperti rasa hornat, kekuasaar, penceraha 
kesejahteraan, kesehatan, ketrampilan, kasih saying c an 'ujur. Xi1 
tersebut secara bersan~am mendukung dan disahkan oleh nilai luh 
martabat manusia (Scot Davitson, 1994). 

Pengertian hak asasi mar.usia juga diungkapakan 07ch Dona 
P. Kommers and Gilberd D Lowecher (1979) bahwa hak as; 
manusia tidak hanya menibahas hak-hak sipil dan politik, tetapi ju 
termasuk sosial budaya dan ekonomi. Sejarah pt:majuan HA 
merupakan sejarah perjuanga? menegakkan harkat da-I martat 
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lanusia seperti yang diungkapkan (Shad Saleem Faruqui, SoeJ .andyo 
/igjosoebroto dala Dinalnikz (volume 1, So.1, hlei-Oktober 1997), 
feriam Budiardjo (1991), P ~ L :  S Baut dan Eenny FIarrnan K (1988). 
onsep hukum adat yang rn(.muat pen~yaturan C-J hzk asasi rr;~nusia 
igunakan buku "Minangkaba u Sej arah Ringkas dan ..2datnya " oleh 
[ ~ a s v i d  Manggs (1971), day huk-u " Dasar Filsafat Adat V'nang- 
ibau" oleh Nasrun (1971'1. 

, Teori Pluralisme Budnya 
Menurut teori ini bahwa hak asasi manusia tidak har.ya hersifat 

~iverssal, tetapi juga her-.;ifat partikuliristik. Artinya dalam 
2nerapan HAM juga hprus rnemperhaiikan realitas budayn yang 
?rlaku sebagai puncak b~ tday l  daerah, dan ketentuan tersebu* harus 
hornati. Batzsan lokal ini boleh dilakukan tetapi dal;\m --angka 
2negakan HAM juga, jadi pemba~asannya adalah demi 'larkilt dan 
artabat manusia. Misalnya hukum mati, memperlakukan Perda 
anun di Aceh, dapat diterima stlpanjar~g untuk kepen:ingnn hak 
.asi manusia. Yang tidak bolrh itu adalah menghukum 0ri3ng tanpa 
elalui putusan pengadilan. 

' f Sistem, Asas Hukr~rn, dan Penegakan HPLM 
Sisteln terdiri dari berb2:;ai komponen, dimana mas ng-:nzsing 

lsur mengabdi untuk menc? pai t ujuan yang sama. Sistwn : 12bagai 
latu rencana, metode, atau prosedur untuk meligeriak.tn sesuatu 
horde & Voich, 1974). Hukum merupakan sllatu sistim dan 
emiliki tatanan, yaitu suatu kesat-uan yang utuh tediri (lari unsur- 
lsur yang mempunyai interaksi satu sama lain untuk mmcapai 
juan. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kornpleks unsur-unsur 
lriridis peraturan hukum . ~ t a s  hukum clan pengerti.xn "lukum 
udikno M,1986). 

Dalam teori hukum mumi dari Hans Kelsen dikatakan 4ahwa 
tiap kaedah-kaedah hu1:um ~nerupakan suiltu susunan dari kaidah- 
;idah (stufe~zbau). Dipuncak stufenbau tersebut terdapat 
rundnonn" atau kaedah dasnr (basic nonn) dari suatu kaedah --lukum 
~sional. Kaedah dasar merupakitn dasar dari pandangan untuk 



menilai yang bersifat yuri ;l is yang memungkinkan dalam kerangl 
tata kaedah hukum tersebut (Shad Brurv, I ) .  Pelaksanai 
Stujenbnu tlleoty di Indo-esia suda '~  c'.imuIzi rnelalui peratur; 
Ke tetapan MPRS Nc. X?:/ MI'RS/ 1996, yang diperkua ! dengi 
dengan ketetapan MPX selanjutnya,ycdtu: Undang - Lnd.~ng Das 
1945, Ketetay an MPR, Yndang-Undan g dan Perpu, i'eratur; 
Pemerintah, Keputu san Presiden, dan Pera tu ran- 13eratur; 
pelaksanaan lainnya. 

Ketentuan ini s~tdab dirubah dengan U;i No.l.1 T;.hun 20( 
tentang Pembentukar~ I'eraturan Ferundang-undangar dima~ 
beberapa urutan tertentu ticlak berlaku lagi. 

Sedangkan asas-,lsas ~ ~ u l t u m  yang dikemukakan The Liang GI 
merupakan suatu dalil ulilurn. Belle!orc. menjrlaskan as.1~ huku 
sebagai norma dasar yang; dijabarkan dari hukum positif dan olc 
ilmu hukum tidak diilngg.jp berasal dari aturan-aturm 1-ang leb 
umum. Asas hukum urnllrn ini mesupakan p e n e i x i a p ~ ~  huku 
positif dalam suatu masyn vakat (Sudi kno 34,1986). Di salnping as. 
hukum juga dikenal 3sas perundang-undangan yaittr: (1 i undan 
undang tidak boleh her12 'a surui, nrtiilya undang-lundi- ng han] 
bcleh digunakan terhadap peristiwa yaqg disebut dalam uiidan 
undang tersebut dar te~: adi setelall u ndang--u~~dang c'  inyatak: 
berlaku (asas legalitas), (2) CTndang-urLdang yang oleh pengxasa yar 
lebih tinggi, mempunyai Ledutiukan yang lebii ting ;i (11-x szrperi 
derogat legi inferion), (3) Uncang-undsng yang bersifz' khusu 
mengesampingkan vndang-urdang yang bersifat umum, bi 
pembuah~ya sama (lex spec~al de:fognt lcgi generali;, (4) u ndan g-undar 
yang berlaku kemudinn rn+?inbatalkan undang-undanl; ya?g berlak 
terdahulu (lex posteriori dt7.ogat legi p~iori), (5) undang-unclang tidl 
dapat diganggu gugat, d2n (6: undang-undan;; merupakan Sara1 
untuk mencapai kesejahtel-aan masyarakat mavpun i-~dividu seca 
spiritual maupun materia' dengan cara melakssnnkannya Asas-asl 
hukum tersebut buknn merupakan peraturan huku1m yang dap 
dipahami tanpa mengetaln7li asas-asas hukum yang ads di dalamn] 
(Satjipto Rahardjo, 19F6). 
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Sistem dan asas ht kum yang bcrlak~c rnenjadi acuan dalam 
enegakan hukum dan IIAhl. Mi8;alnya urtuk pen~.gak;tn pelang- 
aran HAM berat beberapa .rsas hukum pidana dikesan~pi*~gkan, 
arena sifat yang kejah'ltannya yang luar biasa (extra ordinary 
ream). Begitu juga untuk pel.inggxan HAM biasa sisten~ d a i ~  asas 
ukum menjadi pedoman baik pelanggaran rbuse o f  pcu~er npar,7t yang 
dak bekerja profesionnl, violatic 11 by ~~m~nissiorz (melakukan perrbiaran 
:au kelalaian dalam berJ:ugas), dav violntior by mrn~~ziss ic~r~ (lengaja 
~embuat aturan atau kebi jakan yang isinjla melanggar HAM. 

1. Perkembangaa Instrumen HAM 
Instumen merupakan r;uatu perangkat hukunl yang I-erkait 

mgan manusia sebagai sukjek l~ukurri. Manusia sebagai subjek 
~ k u m  pendukung ha]; d m  kewajiban berarti pernilik hak, 
twajiban, dan tangungjzwab h u k ~ m  dari suatu perbuatan llukum 
Ing telah ia dilakukan, jiEi.3 dil~uat rumusnya: SH = H-&K+TJ, 
:rtemunya tiga elemen i tu p 3da seseorang menunjukan kes.ldaran 
lkum seseorang cukup tinggi (A. Masyhur 9ffendi dalam Din smika 
AM, Oktober 1997). Hukun sel~agai kumpulan peraturar yang 
engatur tingkah laku manu $)ia tentang yang boleh dila.'tuk~ n dan 
mg tidak boleh dilakukan, jika dilanggar acia sanksi atau huk~~man.  
ukum itu dapat tertulis dan tidak tertulis. Dari sepi ruvpun dapat 
bagi dua yaitu hukum publib. dan priva:. 

Terdapat berbagai tingka t ins t rumen H.4M yaitu ada Ins t rumen 
temasional, regional, nasion.1 dar. lokal . 

Sumber-sumber hlakum internwsional yang tertu'is 
tentzng HAM dapat diungkrapkan sebaga-i instrum-en 
HAM antara lain 
a. Konvensi (konvennn pfxjanjian, treaties traktila) 

b. Protokol 

c. Deklarasi 

d. Resolusi 



e. Kitab Undang-1Jnd.-lng (Code) dan 

UNO (PBB) bersama organ-organnya telah mengeluarki 
lebh dari 1000 instri~men HAM. Jika kitya L-agi ada ti; 
instrumehn pokok HAM PIlB (Iniernntiona/ Bill of jY~i-iza Righi 
meliputi berikut in,. 

a. DUHAM (1948'1 

b. Konvensi Hak Sipo' (196ti), dan 

c. Konvensi Hak IZkosob (1966) 

2. ~nstrumen HAM Un tuk regional 
a. Konvensi HAM Erma (1050) 

b. Konvensi HAM Am2rika (1969) 

c. Konvensi HAM Ah.; ka (1981) 

d. Piagam HAM Asia 

3. Instrumen HAW Nasional 
Instrumen ini dapef dilhat dalam konsktusi ne::ara yar 

bersankutan beser ta pro? uk hukum lain sesuai den gan pera tun 
perundang-undangan yant: berlaku dalam negara yan g bersangkut 
Untuk Negara RI intrumen lya adalah sebagai berikut i - ~ i .  

a. UUD '1945 

b. TAP MPR No. XVII/1?88 

c. UU No. 39 Tahun 1999 'HAM) 

d. UU No. 26 Tahun 2000 !Pen{;adilan HAM) 

Konvensi internasional yilng sudah diratifikasi neg.>ra RI d~ 
menjadi UU antara laiqberi kut ini. 

a. UU No. 68/ 1939 (Ratif i kasi 1:onvensi 11ak wanita) 
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Keppres No.36/1990 (I:on\~ensi 11ak anak) 

UU No. 711984 (Penges;han Konvensi Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi T12rha:'ap wanita 

UU No. 51 1998 (Ratifi kasi Konvensi Menentang Penyi ksar n dan 
perlakuan atau penghuku~nan yang kejam lainnya yang tidak 
manusiawi atau meren dah; an rartaba-t m anusia: 

UU No. 29/1999 (Ratif ikasi Konrrensi Penghapusan Segala T:entuk 
Diskrirninasi Rasial) . 

Produk perundang-unclangan dalam ruang hukum 
publik dan privat 
a. PP No. 212002 (Perlindungar~ Saksi) 

b. PP No. 312002 (Kompc~nsas, Restitusi, Rehabilitasi tell~adap 
korban pelanggaraq HA M Berat) 

c. KUHAP 

d. UU Perlindungar Konsurnen, Lingkungan Hidup, dan 
produk hokum publik serta privat lainnya 

Pengelompokan In stru men KAM 

Secara substansial jika diurai pasal-pasal DUHI\M dapat 
katagorikan sebagai berikut i31i. 

Pasall s/.d 18 menyangku! tentang hak sipil 

Pasall9 s/d 21 menya9gk11 t hak politik 

Pasal22 s/d 26 rnenyalgkl~ t hak ekonomi dan sosial 

Pasal27 s/d 30 menyangkut hak budava. 

Instrumen HAM secarl umum dapat dibagi mcnjac'i tiga 
lompok yaitu berikut ini. 

Hak Sipil dan Politik 

Hak Ekonomi, Sosial d an F-ldaya 



6. Hak Kelompok Rentan (hak khusus) 
a. Edk anak 

b. Hak Perempuan 

c. Hak Minoritas z tau suku :erasing (yenduduk asli) 

d. Hak Penyandarg cacat 

e. Eak  Lansia 

f .  Hak Pengungsi 
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Instrumen PAN Internasional 
I 



Program ~emenuhunan Pak Asasi Manusia dilrlerikan dala~ 
bentuk pemenuhan hak sipil politik dan hak ekonomi sosi-1 buday 
dilakukan oleh ins titusi pernerini:ah, lembaga negar a kh usur (Komnl 
HAM) dan NGO. Unauk reme:-intah melalui Kementeriz-L Hukul 
dan HAM beserta kemente.-ian terkait lain. 

Didalam pemen~rhan Hak Asasi Manusia jika m c r u j ~ ~  k kepad 
peraturan perundang-unc'.~ngan yan g berlaklu teru s niengalan 
perkembangan kemajuan sesuai dengan tuntutan Piasam PB1 
DUHAM, hukum interna;ional, dan hukum positif yanq berlak 
dalam negara bersangkuta-. Berikutnya d ipaparkan mc:lalr ,. diagrai 
untuk memudahkan pemahaman yaitu berikut ini. 
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